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PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
(Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2008, tanggal 28 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, - -

Menimbang:

a. bahwa negara Republlk Indonesia men]amln kemerdekaan

warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya
masing-masing;

b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib
dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu
menunaikannya;

c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen
penyelenggaraan ibadah haji petlu terus dilakukan agar
pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar
dengan menjunjung tinggi semangat keadilan transparan51
dan akuntabilitas publik;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haiji sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga
perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d periu
membentuk Undang Undang tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji;

Mengingat :

Pasai 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 29 Undang- -

Undang 'Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (BN
No. 7137 hal. 1B-78B) ; ‘

‘Dengan PersetUJuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

gE]DIANG -UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH

‘Menetapkan:

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan
" kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang
mampu menunaikannya.

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkalan kegiatan -

pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama
- Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah

Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. :

. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesta. .
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, vang
selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

~ 7. Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disebut

KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk
. we_l_akukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah
Haji. ,
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8. Biaya Penvyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya
disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar
oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

9. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang

- meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jemaah Haji.
10.Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan
pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.

11.Paspor Haji adalah dokumen perjalanan resmi yang diberikan
kepada Jemaah Haji untuk menunaikan Ibadah Haji.

12.Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang
disediakan bagi Jemaah Haiji selama di embarkasi atau di
debarkasi dan di Arab Saudi.

13.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi
Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.

14.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelclaan,
pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus,

15.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah pihak yang
menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan,
pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

16. abadah Umrah ada!ah umrah yang dilaksanakan di luar musim

aji

17, Dana Abad: Umat, yang selanjutnya disebut DAU adalah
sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan
Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal
dan tidak mengikat.

18.Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya
disebut BP DAU, adalah badan untuk menghimpun,
mengelola, dan mengembangkan Dana Abadi Umat:

'19.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang agama.

BAB II
ASAS DAN TUJUAM
- Pasal 2
Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan
berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas
dengan prinsip nirlaba.

Pasal 3
Penyelenggaraan Ibadah Haji bertu;uan untuk
memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang
sebaikbaiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat
menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama

Islam,

BAB IIL
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu :
Hak dan Kewajiban Warga Negara
' Pasal 4
(1)Setiap Warga Negara yang beragama.Islam berhak untuk
menunaikan Ibadah Haji dengan syarat:
a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau
sudah menikah; dan
b. mampu membayar BPIH.
{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Menteri,



"Pasal 5
Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah

Haji berkewajiban sebagai berikut:
a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah
Haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat;
b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima
setoran; dan .
c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang

berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haiji.

Bagian Kedua =
Kewajiban Pemerintah
- Pasal6 .

Permerintah berkewajiban melakukan pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan
administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi,
Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang
diperlukan oleh Jemaah Haji. w ’

Bagian Ketiga
Hak Jemaah Haji
Pasal 7
_ Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji,
yang meliputi: o o .
a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik
- di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi; .
b. pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan
Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air,
selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
c. - perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
d. penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang
diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan -
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e. pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan

selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke
tanah‘ air. ‘ ‘ ‘

. BAB IV
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal8 .
(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan,
pelaksanaan, dan pengawasan.
(2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah
Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab
Pemerintah.

(3)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
" mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan
' masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah
Kerajaan Arab Saudi. ' :

(4)Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana dimaksud pada ays4 (1) dan ayat (2} dilakukan
oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(5)Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah
membentuk satuan kerja di bawah Menteri.

(6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas
dan tanggung jawab KPHI. - '

(7YKetentuan lebih ianjut mengenai kebijakan dan
pelaksanaan dalam Penyeienggaraan Ibadah Haji

 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah. . :
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Pasal 9
Penyelenggaraan Ibadah Haijl dikoordinasi oleh:
Menteri di tingkat pusat;
gubernur di tingkat provinsi;
bupatifwali kota di tingkat kabupaten/kota; dan
Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab
Saudi.

o0 O N

B Pasal 10

(1)Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji
berkewajiban . mengelola - dan melaksanakan
Penyelenggaraan Ibadah Haiji. .

(2)Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji herkewajiban
menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait
‘dengan pelaksanaan Ibadah Haji sebagai berikut:

~ penetapan BPIH; ‘ ‘
pembinaan Ibadah Haji;
penyediaan Akomodasi yang layak;
penyediaan Transportasi;
penyediaan konsumsi;
Pelayanan Kesehatan; dan/atau

g. pelayanan administrasi dan dokumen.

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Penyelenggara
Ibadah Haiji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

OO0 TW

" Bagian Kedua
_ ' Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
o - Pasal 11 .
(1) Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di
tingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di
Arab Saudi. ’

(2)Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri

menunjuk petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri
atas: S ‘

a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);. . y

b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI); dan
¢. Tim Kesehatan Haji Indonesia {TKHI).

(3) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengangkat petugas
yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:

a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)."

(4) Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan
petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

. Pendapatan dan Belanja Daerah. : .

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan
mekanisme pengangkatan petugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteti. _ :

_ Bagian Ketiga
Komisi Pengawas'Haji indonesia
: Pasal 12

(1) KPHI dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka
meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji- In-
donesia. - . - ‘

(2) KPHI bertanggung jawab kepada Presiden. _

(3)KPHI bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan
terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan
pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan
Ibadah Haji Indonesia.

(4) KPHI memiliki fungsi:

a. memantau -dan mengan'alisis kebijakan operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia; ‘

_ b, menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga.

-pengawas dan masyarakat;

C. menerima.......




c. menerima masukan dan saran masyarakat mengenai
Penyelenggaraan Ibadah Haii; dan
d. merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan
kebijakan. operasional Penyelenggaraan Ibadah Haii.
(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPHI dapat
bekerja sama dengan pihak terkait sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
{6) KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis
kepada Presiden dan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun.

Pasal 13
KPHI dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri.

Pasal 14

(1) KPHI terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.

{2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur
Pemerintah 3 (tiga) orang.

{3) Unsur masyarakat sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)
. terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi
" masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

{4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ditunjuk dari departemenfinstansi yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan Ibadah Haii.

{5) KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

(6) Ketua dan Wakil Ketua KPHI dipilih dari dan oleh anggota
Kom151

. Pasal 15
Masa kerja anggota KPHI dijabat selama 3 (tiga) tahun
dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16
Arggota KPHI diangkat dan dlberhent:kan oleh

Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan -

DPR.

Pasal 17
Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPHI, calon
anggota harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia; .
b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling
tinggi 65 {enam puluh lima) tahun;
€. mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan
kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haii;
d. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan
. mendalam tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
e. tidak pernah dijatuhi pldana karena melakukan tindak
pidana kejahatan;
f. mampu secara rohani dan jasmani; dan
g. bersedia bekerja sepenuh waktu.

Pasal 18
~Segala pembiayaan yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan tugas KPHI dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Pasal 19

(1)Dalam melaksanakan tugasnya KPHI dlbantu oleh

sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri atas pertimbangan KPHI.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional
bertanggung jawab kepada pimpinan KPHI.
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Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan dan pemberhentian anggota KPHI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Pasal 21
(1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri
setelah mendapat persetujuan DPR.
(2} BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur
dengan Peraturan Menteri,

Pasal 22
(1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah
dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota
yang telah ditetapkan.

Pasal 23

(1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah
dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan
nilal manfaat.

(2)Nilai manfaat sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
digunakan langsung uniuk membiayai belanja operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haii.

Pasal 24

(1)Jemaah Haji menerima pengembalian BPTH dalam haI

a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah
Haji; atau

b. batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau
alasan lain yang sah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dan jumlah -
BPIH yang dikembalikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25
(1)Laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji
disampaikan kepada Presiden dan DPR paling-lambat 3 (tiga)
bulan setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji selesai.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
terdapat sisa dimasukkan dalam DAU.

BAB VI
PENDAFTARAN DAN KUOTA
Pasal 26 '
(1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penye]enggara
Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi
persyaratan yang tefah ditetapkan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan
pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.-

Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenal Warga Negara di
luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1)Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus,
dan kuota provinsi dengan memperhatlkan prlnSIp adil dan
proporsional.

(2) Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi sebaga|mana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota kabupaten/kota.

{3) Dalam hal kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran,
Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan
menggunakan kuota bebas secara nasional.



{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota diatur
" dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 29 ,
(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan:
a. mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan
b. pedoman pembinaan, tuntunan manas:k dan panduan
perjalanan Ibadah Haji.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan -

tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar
BPIH yang telah ditetapkan,

Pasal 30

(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat
memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara
perseorangan maupun dengan membentuk kelompok
bimbingan.

{2) Ketentuan lebih Ian]ut mengenai bimbingan Ibadah Haji
oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan. Peraturan Menteri. .

BAB VIII
KESEHATAN
Pasal 31
{1) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah HaJ: baik
- pada saat persiapan maupun pelaksanaan Penyelenggaraan

Ibadah Haji, dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup

tugas dan fanggung jawabnya di bidang kesehatan.
{(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasi oleh Menteri.

BAB IX
KEIMIGRASIAN
" Pasal 32

(1} Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji

menggunakan Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Menteri.
{2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas
_hamanya menandatangani Paspor Haji.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ketentuan
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri. :

BAB X
TRANSPORTASI
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Transportasi
Pasal 33
(1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan
pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia
menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi dengan
menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
di bidang perhubungan.
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{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d:atur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 34
Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji
dllakukan oleh Menteri dengan memperhatikan aspek
~ keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

Pasal 35
{1} Transportasi. Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi
dan dari debarkasi ke daerah asal menjadl tanggung jawab
Pemerlntah Daerah.
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(3)Ketentuan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Barang Bawaan
Pasal 36 _

(1)Jemaah Haji dapat membawa barang bawaan ke dan dari
Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

BAB XI
AKOMODASI
"Pasal 37

(1) Menteri wajib menyediakan Akomodasi bagi Jemaah Haji
tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar
BPIH vang telah ditetapkan.

(2) Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar
kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan,
keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji
beserta barang bawaannya.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi
bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
Pasal 38

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat
yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat
diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan
pembiayaannya bersifat khusus.

(2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh
'Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat
izin dari Menterl.

lebih  Ilanjut mengenai pelaksana

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana

d:maksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Menten

_ Pasal 39
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38, yang akan diberi izin oleh Menteri,
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. terdaftar sebagai penyelenggara perjatanan umrah;
b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk

menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus; dan
¢. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Thadah

Haji.

) Pasal 40 :
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. menerima pendaftaran dan melayani Jemaah Haji hanya
yang menggunakan Paspor Haji;
b. memberikan himbingan Ibadah Haji;
¢. memberikan layanan Akomedasi, kansumsi, Transportasi,
dan Pelayanan Kesehatan secara khusus; dan
d. memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah
Haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara
penyelenggara dan Jemaah Haiji. .

- Pasal 41.......




Pasal 41

_Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 dikenai sanksi administratif sesuai dengan tmgkat
kesalahannya, yang berupa: :
a. peringatan;
b. pembekuan izin penyekenggaraan; atau
c. pencabutan izin penyelenggaraan.

. Pasal 42 _
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan
Ibadah Haji Khusus diatur dengan-Peraturan Pemerintah.

. BAB XIII
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
Pasal 43

58

{1)Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara

perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara
- perjalanan Ibadah Umrah.

_ {2)Penyelengoara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh
Pemerintah dan/atau bire perjalanan wnsata yang
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44
Bira perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai

penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk

menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah; dan
¢. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualltas Ibadah

Umrah.

Pasal 45
(1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas
kesehatan;

b. memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai
dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan
ketentuan peraturan perundangundangan;

¢. memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan
perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara
dan jemaah; dan

d. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab
Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat
akan kemball ke Indonesia.

{2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
perjalanan Ibadah Umrah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46
(1)Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan .

tingkat kesalahannya, yang berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau
c. pencabutan izin penyelenggaraan.

{2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemeriniah.
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BAB X1V
PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47
{1)Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan DAU'secara
lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan
umat Islam, Pemerintah membentuk BP DAU.
(2)BP DAU terdiri atas ketua/penanggung jawab, dewan
" pengawas, dan dewan pelaksana.
(3) Pengelolaan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
" pelayanan Ibadah Haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan,
sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana
dan prasarana ibadah.

Bagian kedua
Tugas dan Fungsi °
Pasal 48 .
(1)BP DAU , bertugas menghimpun, mengelola,
mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan DAU.
(2) BP DAU memiliki fungsi:

a. menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan
syariah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan
memanfaatkan DAU; dan

c. melaporkan pengelolaan DAU kepada Presiden dan
DPR.

Pasal 49
(1)Dewan pengawas memiliki fungsi:

a. menyusun sistem pengelolaan, pemanfaatan,
pengembangan, dan pengawasan DAU;
melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan,
rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran
tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan
pengembangan DAU;

c. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas

pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan DAU; dan

d. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap

laporan tahunan yang disiapkan oleh dewan pelaksana
sebelum ditetapkan menjadi laporan BP DAU.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan, dewan

" pengawas dapat menggunzakan jasa tenaga profesional.

b.

: Pasal 50
Dewan pelaksana memiliki fungsi:

a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan
rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan,
pemanfaatan, dan pengembangan DAU;

b. melaksanakan program pemanfaatan dan pengembangan
DAU yang telah’ ditetapkan;

c. melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset
DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. melakukan penilaian atas kelayakan usul pemanfaatan DAU
yang diajukan oleh masyarakat;

e. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan
pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU
secara periodik kepada dewan pengawas; dan

f. menyiapkan laporan tahunan BP DAU kepada Presiden dan
DPR.

Bagian Ketiga.......



Bagian Ketiga
Struktur dan Pengorganisasian
Pasal 51
Ketua/Penanggung Jawab BP DAU adalah Menteri.

Pasal 52

(1) Dewan Pengawas BP DAU terdiri atas 9 (sembilan) orang
anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur
Pemerintah 3 (tiga) orang.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi
masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam. '

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditunjuk dari departemen yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya.di bidang agama.

(5) Dewan Pengawas BP DAU dipimpin oleh seorang ketua
dan seorang wakil ketua. :

(6) Ketua dan wakil ketua dewan pengawas.dipilih dari dan
oleh anggota Dewan .Pengawas.

. Pasal 53
(1) Dewan Pelaksana. BP DAU terdiri atas 7 (tujuh) orang
anggota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur Pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri,
(3) Dewan Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang
ditunjuk oleh Menteri dari anggota Dewan Pelaksana.

Pasal 54

(1) Masa kerja anggota dewan pengawas dan dewan
pelaksana dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan anggota
dewan pengawas dan dewan pelaksana, hubungan kerja,
dan mekanisme kerja masing-masing diatur dengan
Peraturan Pemerintah, '

. Pasal 55
Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan
anggota dewan pengawas serta ketua dan anggota dewan
pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

' . Pasal 56

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BP DAU dibantu oleh
sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat BP DAU diatur
dengan Peraturan Menteri.

. Bagian Keempat
Pengembangan dan Pembiayaan
) Pasal 57 .
‘Pengembangan DAU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) meliputi usaha produktif dan investasi yang
sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Pasal 58
Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
‘Pasal 57 dapat digunakan langsung sesuai dengan rencana
~ kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 59

BP DAU dapat inempercleh hibah dan/atau sumbangan
~ vang tidak mengikat dari masyarakat atau badan lain.
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) Pasal 60

(1)Biaya operasional BP DAU dibebankan pada hasil
pengelolaan dan pengembangan DAU.

(2) Dalam hal tertentu, biaya operasional BP DAU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai oleh Pemerintah
dan/atau masyarakat.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri sebagai Ketua/Penanggung Jawab BP
DAU.

Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan DAU
diatur dengan Peraturan Menteri. oo

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 62
Ketua/Penanggung Jawab BP DAU menyampaikan

. laporan pertanggungjawaban pengelolaan DAU kepada

Presiden<dan DPR setiap tahun.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 63
(1)Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
_bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau
sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda pal-
ing banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2)Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah
dengan mengumpulkan danfatau memberangkatkan
Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(2) dipidana dengan pidana penfara paling tama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
{lima ratus juta rupiah}. ’

. Pasal 64

{1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00+(satu miliar
rupiah).

(2)Pényelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam} tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
(1) KPHI sudah harus dibentuk paling lambat 1 {satu). tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
{2) Pemerintah menjalankan tugas dan fungsi KPHI sampai
dengan terbentuknya KPHI.

BAB XVII.......



BAB XVIL
KETENTUAN PENUTUP
_ Pasal 66 -

Semua peraturan vyang diperlukan untuk
melaksanakan-Undang-Undang ini harus diselesaikan paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya
Undang-Undang ini.

) Pasal 67 :
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3832) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

7B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua .

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Momor 17 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 69 .
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tid
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYOQONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 60

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
. UMUM
Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib
dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat
istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali
seumur hidup. Di samping itu, kesempatan untuk
menunaikan ihadah haji yang semakin terbatas juga
menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haij.
Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelénggaraan
Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk
memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga
negara Indonesia yang beragama Islam.
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_ Penyelenggaradn Ibadah Haji merupakan tugas
nasional karena jumiah jemaah haji Indonesia yang sangat
besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam

- regeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai |

aspek, antara. lain bimbingan, transportasi, kesehatan,
akomodasi, dan keamanan. :

Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji
dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat
terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa
Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi
lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas
Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan
reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

. bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan
Ibadah Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel
dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan
prinsip nirlaba. ,

. Untuk menfamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang
adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan

kepentingan jemaah, diperlukan adanya lembaga

pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan
dan pemantauan_terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji

"serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan

Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji secara
terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah
haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan -
haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan,
dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji.
Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan
administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta
akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam
bentuk jaminan keselamatan dan Keamanan jemaah haiji
selama menunaikan ibadah haji.

Karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas.
nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa,
kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung
jawab Pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan
manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi
masyarakat tersebut direpresentasikan dalam

penyelenggaran ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah

haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik,
diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian
ﬁa[gm rangka memberikan perlindungan kepada jemaah
aji. .
Di samping menunaikan ibadah haji, setiap warga
negara Indonesia yang beragama Isiam dianjurkan
menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka
meningkatkan kualitas keimanannya. Ibadah umrah juga
dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan kewajiban
ibadah haji. Karena minat masyarakat untuk menunaikan
ibadah umrah sangat tinggi, perlu pengaturan agar
masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman
dan baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan
tersebut meliputi pembinaan, pelayanan administrasi,
pengawasan kepada penyelenggara perjalanan ibadah
umrah, dan perlindungan terhadap jemaah umrah.
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik,
pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan
hasil efisiensi BPIH dalam bentuk dana-abadi umat (DAU)
dilaksanakan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna
dengan mengedepankan asas manfaat dan kemaslahatan
umat. Agar DAU dapat dimanfaatkan secara optimal bagi
kemaslahatan urnat, pengelotaan DAU juga ditakukan secara
bersama oleh Pemerintah dan masyarakat yang
direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia, organisasi
masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam,



IL

Pasal

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenﬁgaraan Ibadah Haji dipandang perlu disesuaikan
dengan kebutuhan dan perkembangan hukum daiam
masyarakat. Oleh karena itu, Unda‘ng-Undan?| Nomor 17
Tahun 1999 tentang Penye[en?(garaan Ibadah Haji perlu
diganti agar lebih menjamin kepastian dan kefertiban
hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat
vang akan menunaikan ibadah haji dan urrah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

- Cukup jelas.
Pasal 2 '
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
PenKelenggaraan ibadah Haji berpegang pada kebenaran,
tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-
wenang dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah
bahwa Penyelenggaraan Ibadah
dengan mempertimbangkan
penyelenggaranya. ‘

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas dengan
prinsip nirlaba” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji
dilakukan . secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan
prinsip tidak untuk mencar! keuntungan.

Pasal 3 s/d Pasal 6 _

Cukup jelas. -

Pasal 7

Huruf a s/d Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e . ‘

Yang dimaksud dengan “kenyamanan” adalah
tersedianya Transportasi dan pemondokan yang layak dan
manusiawi. :

Pasal 8
Avat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas. '

Ayat (5) :

Yang dimaksud dengan “satuan kerja di bawah Menteri”
adalah satuan kerja yang mendukung operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersifat permanen dan
gist%mik di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan di Arab

audi. '
Ayat (6)
Cuﬂ<

up jelas:
Ayat
C

keahlian  para

7 .
u§)<3p jelas.

Huruf a s/d Huruf c
Cukup jelas. .
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Kepala Perwakilan Republik
Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi” adalah Duta Besar
Republik Indenesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan Konsulat
Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. .
Pasal 10 ,
Ayat (1) :
Cukup jelas. -

- Ayat (2)-

Huruf a- .
Yang dimaksud dengan “penetapan” adalah penetapan
BPIH setelah mendapat persetujuan DPR. .
Huruf b s/d Huruf g S
Cukup jelas.
Ayat S?)
Cukup jelas. ,
Pasal 11 s}d Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengelolaan BPIH dilakukan berdasarkan siklus
Penyelenggaraan Ibadah Haji sesuai dengan kalender Hijriak.
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aji harus dilaksanakan °

Pasal 22
Ayat (1} : . :

Yang dimaksud dengan “Menteri” dalam hal BPIH
disetorkan ke rekening Menteri” adalah menteri sebagai
lembaga yang dalam pelaksanaannya Menteri dapat
menuniuk peg'abat di lingkungan tugas dan wewenangnya
bertindak untuk dan/atau atas namanya. o

Bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank
Fenerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki
Eyanag )yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah.

yat ~

Cukup jelas.

Pasal 23 s/d Pasal 27

Cukup jelas. -

Pasal 28
Ayat (1) dan Ayat (2).

Cukup jelas. ,

Ayat (3) .

Yang dimaksud dengan “kuota bebas secara nasional”
adalah sisa kuota yané; disediakan. bagi Jemaah Haji yang
sudah terdaftar dalam daftar tunggu dengan
memperhatikan proporsionalitas kuota provinsi dan kuota
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Ayat {4)
Cukup jelas,
Pasal 29 s/d Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1) |

Yang dimaksud dengan “Transportasi” termasuk
Transportasi selama di Arab Saudi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34 dan Pasal 35
Cukup jelas. . = - -
Pasal 36

Ayat (1)

Cuﬁ(up jelas.

Ayat (2) , ’
Yang dimaksud dengan “dilakukan oleh Menteri

Keuangan” adalah pelaksanaan pemeriksaan atas barang

" bawaan oleh pejabat yang diberi otorisasi oleh Menteri

Keuangar.
Pasal 37 dan Pasal 41
"~ Cukup jelas.
Pasal 42
Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi,
antara 1ain, persyaratan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
dan sanksi. o
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44 _
Huruf a
Yang dimaksud dengan “biro perjalanan wisata yang
sah” adalah biro perjalanan wisata yang tefah terdaftar
pada lembaga/instansi yang lingkup dan tugasnya di bidang
ariwisata, :
uruf b dan Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 45 s/d Pasal 52
Cukup jelas.
zas?tl 513)
va
Cu(kup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “unsur pemerintah” dapat
terdiri atas instansi yang tugas dan fungsinya berkaitan

" dengan pengembangan DAU.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 54 s/d Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4845 '

(Y)
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, PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 37 Tahun 2007, tanggal 24 Juli 2007)

MENTERT DALAM NEGERI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
212 pada Ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;

‘Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (BN No. 7152
hal. 9B-18B dsk) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI
Tahun 2004 Nomor 125,/TLN RI Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (BN No. 7285
hal. 9B8) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI
Nomor 4493);

2. Petaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (BN No.
7340 hal, 10B-14B) tentang Desa (LN RI Tahun 2005
Nomor 158, TLN RI Nomor 4587);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam
Negeri;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.. -~

BABI - @ -
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat

dinilai dengan wang-termasuk didalamnya segala bentuk

. kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, ' penganggaran,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan
pengawasan keuangan desa. .

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
dan ditetapkan dengan peraturan desa.

4, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa.

5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disebut PTPKD adalah perangket desa yang
ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mela!sanakan pengelolaan
keuangan desa.

6. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan' dan mempertanggung-

jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan

APBDesa.
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7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa
tentang program dan kegiatan yang akan dllaksanakan
untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPIMDes adalah dokumen
perencanaan desa untuk pericde 5 (lima) tahun. .

: BAB II
AZ7AS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2 '

{1)Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran;

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3
(1)Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa
vang dipisahkan;

{2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,

mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa

b. menetapkan kebijakan tentang penge]olaan barang
desa

¢. menetapkan bendahara desa

d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
-penerimaan desa; dan

e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan
barang milik desa;, ’

{3)Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
desa, dibantu cleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa (PTPKD);

(4} Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa {PTPKD}
adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

a. Sekretaris Desa; dan

b. Perangkat Desa lainnya.

(5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala
Desa,

(6)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5
mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa.

b. Menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan
Barang Desa.

¢. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan

‘ pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang
Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Perubahan APBDesa.

(7)Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan
Keputusan Kepala Desa.



BAB IV -
STRUKTUR APBDesa
Pasal 4

{1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri

dari:

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa. -

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa-yang merupakan hak desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

(3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
atas, terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa (PADesa);

Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;

Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota,

-Alokasi Dana Desa (ADD); ‘

Bantuan Keuangan dari Pemerlntah Pemerintah

Provinsi, Peerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
f.. Hibah;
qg. Sumbangan Pihak Ketiga.

{4)Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b
di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa
yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh desa.

{5)Belanja Desa sebagalmana dimaksud pada ayat 4 di atas,
terdiri dari: )

a. Belanja langsung, dan
b. Belanja tidak langsung

{6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf

a, terdiri dari; ’

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa

‘c. Belanja Modal;

(7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

* 5 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja PegawaifPenghasilan Tetap;
b. Belanja Subsidi;

. Belanja Hibah {Pembatasan Hibah);
d. Belanja Bantuan Sosial;

e. Belanja Bantuan Keuangan;

f. Belanja Tak Terduga;

(8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf
¢ di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di
" atas, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) di atas, mencakup:

a. Sisa leb[h perhitungan anggaran (SiLPA) tahun
-sebelumnya.

b. Pencairan Dana Cadangan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa vang dipisahkan.

d. Penerimaan Pinjaman

(i1} Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dlmaksud pada
ayat (9) di atas, mencakup:

a. Pembentukan Dana Cadangan.
b. Penyertaan Modal Desa.
¢. Pembayaran Utang

mPoO T

#.
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BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa
Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIMD}
dan Rencana Kerja Pemblangunan Desa (RKPDesa)
Pasal 5

(1)RPIMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan
penjabaran dari visi dan misi dari Kepata Desa yang terpilih;

(2) Setelah berakhir jangka waktu RPIMD, Kepala Desa terpilih
menyusun kemball RPIMD untuk ]angka waktu 5 (iima)
tahun; -

(3) RPJMISesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas
ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa
dilantik;

(4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa {BPD)
menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari
-RPIMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa;

(5) Penyusunan RKPDesa dlselesalkan paling fambat akhir bulan

"~ Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa
Pasal 6 :

(1)Sekretans Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk mempercleh
persetujuan;

{3)Kepala Desa menyampalkan rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} di atas kepada BPD
untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh
persetujuan bersama;

(4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat minggu pertama
bulan November tahun anggaran sebelumnya;

-{5) Pembahasan sebagalmana dimaksud pada avat (3) di atas,

menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;

(6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala ,Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat
3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada BupatVWahkota untuk
dievaluasi;

(7} Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud ayat 2 diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan.

Bagian Ketiga
‘Evaluasi Rancangan APBDesa
Pasal 7
(1) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat
(7) diatas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;

. (2) Apabita hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa
dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa menjadi Peraturan Desa;

{3)Dalam hal Bupati/Walikcta menyatakan hasil evaluasi
‘Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 {tujuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi;

{4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,
Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud
dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun
anggaran sebelumnya;




(5)Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya
pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/
Walikota;

~(6)Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagai-

mana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus
memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan
desa dimaksud;

{7} Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada

" ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang

Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;

(8)Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas,
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan APBDesa
Pasal 8
{1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas
- desa;

{2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan
di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada
daerah;

(3) Program dan keglatan yang masuk desa merupakan sumber
penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam
APBDesa;

{4) Setiap pendapatan desa sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) tersebut harus didukung oleh bukti vang ]engkap dan
sah;

(S)Kepala desa wajib menglntensn‘kan pemungutan
pendapatan desa yang menjadi wewenang dan
tanggungjawabnya;

(6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sefain dari
yang ditetapkan dalam peraturan desa;

(7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan
dengan membebankan pada pendapatan desa yang
bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang
terjadi dalam tahun yang sama.

(8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang
terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada
belanja tidak terduga;

(9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas,

" harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 9

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2} Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material
yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;

{(4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada angka
3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat
dan belanja desa yang bersifat wajib yang d|tetapkan dalam
peraturan kepala desa;

{5)Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasﬂan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan .

perundang-undangan.
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: ~ Pasal 10
(1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya,
merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban

- belanjalangsung;

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir
tahun anggaran belum diselesaikan.

(2) Dana cadangan.

a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri
atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana
cadangan pemerintah desa. _

b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam
peraturan. desa tentang pembentukan dana cadangan.

c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa
sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila
dana cadangan telah mencukupl untuk melaksanakan

. kegiatan. '

BAB VI
PERUBAHAN APBDesa
. Pasal 11

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar jenis belanja.

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan

- dalam tahun berjalan.

¢. Keadaan darurat

d. Keadaan luar biasa

(2)Perubahan APBDesa hanya dapat dllakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan

 luar biasa.

(3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu
Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara
-merubah peraturan desa tentang APBDesa.

(4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan
APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebilv
perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan,

{5)Pendanaan Keadaan Darurat.

(6)Pendanaan Keadaan Luar Biasa,

{7)Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa
adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan
APBDesa,

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 12

(1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan
desa. harus menetapkan Bendahara Desa.

(2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun
anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala
desa; .

Bagian Pertama -
Penatausahaan Penerimaan
Pasal 13 _
(1) Penatausahaan Penerlmaan wajib dllaksanakan aleh
Bendahara Desa;



(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
atas, menggunakan:

. a. Buku kas umum; '
b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
¢. Buku kas harian pembantu;

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan
penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui
laporan pertanggungiawaban penerimaan kepada Kepala

- Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) di atas, dllampln dengan:

a. Buku kas umum

b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
¢. Buldi penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran
Pasal 14

(1)Penatausahaan Pengeluaran wajib dllakukan oleh
Bendahara Desa;

{2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan
pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP);

(3) Pengajuan SPP sehagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas,
harus disetujui cleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

(4)Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan
penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

{5)Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam
melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
. ‘Buku kas harian pembantu,

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
. Pasal 15
{1)Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus
dilampirkan dengan:
a. Buku kas umum.
b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang
disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diatas, harus disampaikan paling lambat pada akhir
tahun anggaran yaltu tanggal 31 Desember '

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA
Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawalban Pelaksanaan APBDesa
Pasal 16

128

(1)Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan
Rancangan Keputusan Kepala BDesa tentang
Pertanggungjawaban Kepala Desa;

{2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
-diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas
bersama BPD;

(3)Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka
Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggung]awaban
Eelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan

esa;

(4)Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu} bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
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Bagian Kedua
: Penyampa:an Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa
Pasal 17 ‘

(1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupatif

- Walikota melalui Camat;
{2)Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari ker]a setelah Peraturan .

Desa ditetapkan.

: BAB IX
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 18
Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota
yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa
paling sedikit 10 % (sepuluh persen). .

Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 19
- Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
a. Menanggulangi kemiskiran dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan di tmgkat desa dan pemberdayaan
masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan infrastrukiur perdesaan;
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam
rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
masvyarakat;
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong
. royong masyarakat;
h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). -

Bagian Kedua
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pasal 20

(1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan

dengan pengelolaan keuangan desa.

(2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa

yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut
Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa
berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung
dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya
Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar,
Kesehatan c!ll), selanjutnya disebut Alokass Dana’ Desa
Proporsional (ADDF).

(3)Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan
‘adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah
besarnya ADDM adalah 60% ( enampuluh persen) dari
" jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empatpuluh
persen) dari jumlah ADD.

Bagian Ketiga.......




Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan
: Pasal 21 . o
(1)Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota
dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa;

{2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang
ditun]]'uk berdasarkan Keputusan Kepala Desa; .- ]
{3)Kepala Desa mengagukan permohonan penyaluran Alokasi
Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan
Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan

verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- (4)Bagian Pemerintahan Desa ﬂada Setda Kabupaten akan
meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya
kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau
" Kepala Badan Pengelola Ketiangan Daerah (BPKD) atau
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan/Aset

Daerah {BPKK/AD); ‘

(5)Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau
Kepala BPKK/AD -akan menyalurkan Alokasi Dana Desa

1anEsung dari kas Daerah ke rekening Desa;
(6) Mekanisme. Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa
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dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan

kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 22

(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya
bersumber darf ADD dalam APBDesa, sepenuhnya
dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu
pada Peraturan Bupati/Walikota; .

{2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar
30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan
operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuhpuluh
persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi
Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:

Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.

Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.

Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.

Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

Teknologi Tepat Guna. .

Perbaikan kesehatan dan pendidikan.

Pengembangan sosial budaya, '

Dan sebagainya yang dianggap penting.

e hoooon

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban dan Pelapora
Pasal 23 B
(1)Pertanggungjawaban - ADD - terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk
Beﬂanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB
esa:

58; .
{2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa
yanE dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:

a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan
Benggunaan dana ADD dibuat secara rutin setia’?I
ulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adala

realisasi penetimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa
mencakup perkembangan pelaksanaan dan L:enyera an
dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi
penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
(3)PenyamEaian Laporan sebagaim=na dimaksud pada ayat
gz% dilaksanakan melalui jalur struktural Yaitu dari Tim
elaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim
Pendamping Tingkal Kecamatan secara betahap;
{(4)Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3%l membuat laporan/rekapan dari
seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap

melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat

Kabupaten/Kota;

{5)Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas
pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar
dana Alokasi Dana Desa (ADD).
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BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

: ' Pasal 24
(1) Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan
penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada

Desa; : - :

{2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina
dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 25

"~ Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/

kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi:

a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan
keuangan desa yang mencakup perencanaan dan
penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBDesa;

“¢. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan

pendayagunaan aset desa;
Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan
adminsitrasi keuangan desa.

Pasal 26
Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 24 meliputi: )

a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;

b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan asset desa; .

c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;

d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang

mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa,
pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
: Pasal 27

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi
dengan format administrasi keuangan desa, sebagaimana
terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini. ;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan -
yang mengatur mengenal pengelolaan keuangan desa
khususnya lampiran pada Model Buku Adminsitrasi' Keuangan
Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2006 tentang Pedoman-Administrasi Desa harus menyesuaikan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 29
Semua ketentuan yang mengatur mengenai
Pengelolaan keuangan desa wajib menyesuaikan dengan
berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bularn.

Pasal 30 .
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2007
MENTERI DALAM NEGERI a.f,
ttd.
WIDODO AS.

CATATAN REDAKSI :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Dm) -
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'BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 25/P3/2008, tanggal 6 Juni 2008)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

‘ . Bahwa dalam rarjgka melaksanakan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 (BN No. 7614 hal. 3B)
tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 ¢BN
No. 7638 hal,13B-148) tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Ketetapan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan,
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak; :

Mengingat :

i. ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (BN No. 3994
hal. 18-208B dst) tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 Nomor 49, TLN RI
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir-dengan| Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
(BN No. 7544 hal. 1B-14B dst) (LN RI Tahun 2007
Nomor 85, TLN RI Nomor 4740);

2. Peraturan Pemerintah-Nomor 80 Tahun 2007 (BN No.
7616 hal, 14B-228 dst) tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28-

Tahun 2007, .

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007
(BN No. 7614 hal. 3B) tentang Tata Cara Penerbitan
Surat Tagihan Pajak; -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 (BN
No. 7638 hal. 13B-14B) tentang Tata Cara Penerbitan
Surat Ketetapan Pajak;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : . :
PERATURAN DIIiQEKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK
DAN ISI NOTA [PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK

DAN SURAT TAGIHAN PAJAK,

Pasal 1

Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir Surat
Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat ketetapan pajak berupa
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil
(SKPN) atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah termasuk
lampirannya, beserta Nota Penghitungan dan Daftar Pengantar
adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2 :
Penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan
Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku
untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang
dilakukan penelitian/pemeriksaan.” - ’

rrrrrr
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Pasal 3 ‘
- Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai

berlaku maka: - B

(1)Keputusan Direktur Jgnderal Pajak Nomor: KEP-05/P1.24/
1995 tanggal 03 Februari 1995 (BN No, 5678 hal. 2B)

- tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan
Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana. telah diubah dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: KEP-18/P1.24/1995 tanggal 05 Mei
1995; :

(2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-11/P]{1996
tanggal 12 Februari 1996 (BN No. 5824 hal. 88-108)
tentang Bentuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai atas Impor/Pemanfaatan BKP Tidak
Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari
Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak Oleh Pemungut
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan
atas Barang Mewah atas Impor/Pemungutan Pajak oleh
Pemungut Pajak Beserta Nota Penghitungannya;

(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-51/P1/1996
tanggal 15 Juli 1996 (BN No. 5887 hal. 118-12B)
tentang Bentuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor/

 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah

i Pabean/Pemanfaatan JKP dari.lLuar Daerah Pabean/

| Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penj#alan Atas Barang
‘Mewah atas Impor/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak Beserta Nota Penghitungannya;

(4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/P1.43/

'" 1998 tanggal 9 Januari 1998 tentang Bentuk Formulir
SKPKB/SKPKBT/SKP Nihil Untuk Pajak Penghasilan Pasal 4
Ayat (2} (Seri PPh Umum Nomor 52); )

(5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/P].24/
1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Formulir-Formulir
Ketetapan PPh Fina! dan PPN atas Impor, PPN Pemanfaatan
BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, PPN
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, PPN

- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, PPN atas Jasa
Membangun Sendiri Serta PPn BM atas Impor dan PPn BM
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak; dan

(6)Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan
Peraturan ini. . . | ’

dicabut dan dinyatakan tidak- berlaku.”

- . . - Pasal4 .
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd -
DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Catatan Redaksi: :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

10, Sistem.......
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PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENGUJIAN

_ KEAMANAN DAN MUTU PRODUK HEWAN
(Peraturan Pemerintah No. .14/Permentan/OT.140/2/2008,
" tanggal 11 Februari 2008) ;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : - ‘ :

a. bahwa urusan kesehatan masyarakat veteriner meliputi
antara lain segala urusan yang berhubungan dengan
hewan, preduk hewan baik langsung maupun tidak
langsung yang mempengaruhi kesehatan manusia, dan
urusan penyakit-penyakit hewan termasuk antfirocozoo-
11053 ; : o

. bahwa produk hewan terutama pangan asal hewan
memiliki nilai dan kualitas tinggi bagi kemaslahatan manusia,
karena mengandung protein hewani yang merupakan
asam amino essensial yang tidak dapat diganti dengan pro-
tein nabati atau protein sintetis lainnya, dan sangat
bermanfaat bagi pertumbuhan serta berperan men-
cerdaskan kehidupan bangsa: _
bahwa_ pangan asal hewan mempunyai sifat yang mudah
rusak (perishable food) dan berpotensi menimbulkan
bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (hazardous
food) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi dan
biologis; ‘ : : ‘

. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang
perlu menetapkan Pedoman Pengawasan dan Pengujian.
Keamanan dan Mutu Produk Hewan dengan Peraturan
Menteri Pertanian; ' _—

ngingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 (BN No. 1534

hal. 7A-12A dst) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967 Nomor

10, TLN Nomor 2824); ‘

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (BN No. 5696
hal, 1B-5B)tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia. (Agreement Establisting the World
Trade Organization) (LN Tahun 1994 Nomor 57, TLN
Nomor 3564); :

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (BN No. 5934

hal. 20B-258 dst} tentang Pangan (LN Tahun 1996

Nomor 99, TLN Nomor 3656);

Undang-tindang Nomor 8 Tahun 1999 (BN No. 6311 hal,

5B-118 dst) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun

1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821); .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (BN No. 7152

hal. 9B-18B dst) tentang Pemerintahan Daerah (LN

Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437}, juncto

_ Undang-Undang-Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005 (BN No. 7285 hal 88) tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun

2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang

Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan

Penyakit Hewan (LN Tahun 1977 Nomor 20, TLN Nomor

3101);

Me
1.
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 (BN No.
3919 hal. 1B-78) tentang -Kesehatan Masyarakat

Veteriner (LN Tahun 1983 Nomor 28, TLN Nomor 3253);

. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 (BN No.
5353 hal. 4B-68 dst} tentang Obat Hewan (LN Tahun
1992 Nomor 129, TLN Nomor 3509); :

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 (BN No.
6373 hal. 1B-9B) tentang Label dan iklan Pangan (LN.
Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3952); ‘ o

10.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun BN No. 6550
hal. 1B-5B) tentang Standardisasi Nasional Indonesia (LN

_Tahun 2000 Nomor 199, TIN Nomor 4020); -

11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 (BN No.
7188 hal. 1B-10B)} tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi
Pangan (LN Tahun 2004 Nomor 107, TLN Nomor 4424);

12.Peraturan Pemerintah ‘Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan. Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor
4737y;

13.Keputusan: Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (BN No.
7128 hal, 11B) tentang Pembentukan Kabinet Indone-
sia Bersatu,;

14, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (BN No. 7175
hal. 9B-16B dsk) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Crganisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republilk Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62
Tahun 2005; L

15.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (BN No. 7220
hal, 8B-12B dst) tentang Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Negara .Republik Indonesia;

16.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 751/Kpts/UM/10/
1982 (BN No. 3817 hal. 6B-7B) tentang Pembinaan
dan Pengembangan Usaha Peningkatan Produk Susu Dalam

" Negeri; : . :

17.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/
9/1986 (BN No. 4432 hal. 8B-10B dst) tentang Syarat-
syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan
Hewan; .

. 18.Keputusan Menteti Pertanian Nomor.557/Kpts/TN.520/

9/1987 (BN No. 4559 hal. 2B-8B)tentang Syarat-syarat
Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan
Unggas; - .
19.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/
5/1989 (BN No. 4813 hal. 3B-10B) tentang
Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi serta Hasil
Tkutannya; o _
20.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/
7/1992 tentang Pemotongan Unggas dan Usaha
Penanganan Daging Unggas serta Hasil Tkutannya;
21.Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 306/Kpts/T! N.330/
4/1994 (BN No. 5575 hal. 1B-4B) tentang Pemotongan
Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil
Ikutannya; S ) ‘
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KptsfOT.140/7/
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/
Permentan/OT.140/2/2007; :

23. Peraturan.......



23.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT. 140/9/
2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 12/Permentan/0T.140/2/200?;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/
2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner;
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/
PD.660/2/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium
Veteriner Yang Baik (Good Veterin aafy Laboratory Prac-

tices) ;

26.Peraturan Menteri Pertaman Nomor 45/Permentan/
PD.660/2/2007 (BN No. 7550 hal. 68)tentang Pedoman
Klasifikasl Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;

' MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU: .
Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan
Mutu Produk Hewan seperti tercantum pada Lampiran sehagat
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

16B.

"KEDUA:

Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan
Mutu Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU sebagai acuan bagi pengawas kesehatan masyarakat

~ veteriner dalam melakukan pengawasan, dan bagi penguji

sebagai acuan dalam melakukan pengujian keamanan dan mutu
produk hewan. '

KETIGA:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 2008 .
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

(Y}

PEDOMAN MONITORING DAN SURVEILANS

RESiDU DAN CEMARAN MIKROBA PADA PRODUK HEWAN
(Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/OT 140/2/2008, tanggal 11 Februari 2008)-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa produk hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi bagi
kemaslahatan manusia, namun mempunyai sifat yang
mudah rusak (perishable food) dan berpotensi
menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan
(hazardous food) karena mudah tercemar secara fisik,

. kimiawi, dan biologis yang dapat menyebabkan gangguan
kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan pemeriksaan
dan pengujian; -
bahwa atas dasar pert1mbangan tersebut di atas,
dipandang perlu menetapkan Pedoman Monitoring dan
Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba pada Produk
Hewan dengan Peraturan Menteri Pertanian; '

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 (BN No. 1534
hal. 7A-124 dst)} tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967
Nomor 10, TLN Nomor 2824);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (BN No. 5696
haf. 1B-5B) tentang Pengesahan Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement
Establishing the World Trade OrganizationXtN Tahun
1994 Nomor 57, TLN Nomor 3564),

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (BN No. 5934
hal. 20B-25B dst) tentang Pangan (LN Tahun 1996
Nomor 99, TLN Nomor 3656),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (BN No. 6311
hal. 5B-11B dst) tentang Perlindungan Konsumen (LN
Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
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5. Undang Undang Nomaor 32 Tahun 2004 (BN No. 7152
hal. 9B-18B dst) tentang Pemerintahan Daerah (LN
Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437}, juncto

Undang-Undang Nemor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005 (BN No. 7285 hal. 98) tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan
Penyakit Hewan (LN Tahun 1977 Nomor 20, TLN Nomor
3101); S
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 (BN No.
3919 hal, 1B-7B) tentang Kesehatan Masyarakat

. Veteriner (LN Tahun 1983 Nomor 28, TLN Nomor
3253);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 (BN No.

- 53532 hal. 4B-68 dst) tentang Obat Hewan (LN Tahun
1992 Nomor 129,TLN Nomor 3509);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 (BN No.

6373 hal. 1B-9B) tentang Label dan iklan Pangan (LN

Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (BN No.

6550 hal. 1B-5B} tentang Standardisasi Nasional Indo-

nesia (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 (BN No.

7188 hal. 1B-10B) tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi

Pangan (LN Tahun 2004 Nomor 107, TLN Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (BN No.

7576 hal. 1B-6B) tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN

Tahun 2007 Nomor 82 TLN Nomor 4737);

10.
11.

12,

13, Keputusan

.......




13.Keputusan Presiden Nomor '187/M Tahun 2004 (BN Mﬁ.
7128 hal. 11B) tentang Pembentukan Kabinet Indone-
sia Bersatu;

14.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (BN No. 7175
hal. 9B-168 dst) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomar 62
Tahun 2005; S

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (BN No. 7220
hal. 9B-168 dst) tentang Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia; 7

16.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 751/Kpts/UM/10/
1982 (BN No. 3817 hal. 6B-7B) tentang Pembinaan
dan Pengembangan Usaha Peningkatan Produk Susu Dalam
Negeri; )

17.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/
9/1986 (BN No. 4432 hal. 8B-108 dst) tentang Syarat-
syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan
Hewan;

18.Keputusan Menteri Pertaman Nomor 557/Kpts/TN.520/
.9/1987 (BN No. 4559 hal, 2B-8B) tentang Syarat-syarat
Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan
Unggas;

19.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/
5/1989 (BN No. 4813 hal. 3B-10B) tentang
Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi serta Hasil
Ikutannya; . ' .

20.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/
7/1992 tentang = Pemotongan Unggas dan Usaha
Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;

21.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/
471994 tentang Pemotongan Hewan Potong dan
Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;

22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/
Permentan/OT.140/2/2007;

23.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/
2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perl:anian, juncto Peraturan Menteri Pertanian
Nomor- 12/Permentan/OT. 140/2/2007;. _

24.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/
2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner;

25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/
PP.660/2/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium
Veteriner Yang Baik (Goad. Veterinary Laboratory Prac-
tices) ;

26.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45i/Permentan/
PD.660/2/2007 (BN No. 7550 hal. 68) tentang Pedoman
Klasifikasi Laboratorium Keséhatan Masyarakat Veteniner,
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27.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/
0T.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan
Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;

- MEMUTUSKAN :
Menetapkan : ' '
KESATU:
Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan
Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan seperti tercantum pada
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan ini.

KEDUA:

Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan
Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU merupakan acuan bagi penguji
laboratorium pengawas kesehatan masyarakat veteniner dalam
melakukan monitoring dan surveilanz residu dan cemaran
mikroba pada produk hewan.

KETIGA:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 2008
MENTERI PERTANIAN
ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN : Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

. Menteri Dalam Negeri;

. Menteri Keuangan;

. Menteri Kesehatan;

. Menteri Perdagangan;

. Mehteri Perindustrian;

. Kepala Badan Pengawasan Obét dan Makanan;

. P'impinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;

. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; o

. Bupati/WaIikota di seluruh Indonesia;

10.Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/
atau kesehatan hewan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia; dan

11.Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pl’OVInS[, Kabupaten/l(ota di seluruh Indonesia;

W e ~d i bW N

Catatan Redaksi: .
- Karena alasan teknis, Lamptran tidak dlmuat
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PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONE-
SIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON ECONOMIC COOPERATION
(PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH

REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI)
(Peraturan Presiden RI No. 31 Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: '
a. bahwa Pemerintah Repubhk Indonesia telah
menandatangani Agreement between the Government

of the Republic of Indonesia and the Government of the -

Czech Republic on Ecohomic Cooperation (Persetujuan
antara Pemerintah Repubiik Indonesdia dan Pemerintah
Republik Ceko mengenai Kerja Sama Ekonomi) di
Jakarta, pada tanggal 12 November 2007, sebagai hasil
perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah
Repubik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko;

b. bahwa berdasarkan ‘pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan
Persetujuan tsb dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara RI Tahun 1945 (BN No. 7137 hal; 1B-7B);

2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 (BN No. 6546 hal.
3B-78) tentang Perjanjian Internasional (LN RI Tahun
2000 No. 185, TLN RI No. 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: '

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGKEE-
MENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH
REPLUBLIC ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJA SAMA
- EKONQMI).

Pasal 1
Mengesahkan Agreement between the Goverrn-
ment of the Republic of Indonesia and the Government of
the Czech Republic on Economic Cooperatiof (Persetujuan
antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko
mengenai Kerja Sama Ekonomi) yang telah ditandatan-
gani pada tanggal 12 November 2007 di Jakarta yang

naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya

dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.
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Pasal 2 ,
Apabila terjadi perbedaan penafsirah antara
naskah terjemahan.Persetujuan dalam Bahasa Indonesia
dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah
aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3 .
Peraturan Presiden ini mulai beriaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuihya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indo-
nesia. :

Ditetapkan di Jakarta
= pada tanggal 7 Mei 2008

- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
' ttd.
. ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 72

Catatan Redaksi:
- Karena alasan teknis, Lamp:ran tidak dlmuat
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